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TAHUN 2019 adalah tahun politik karena tahun ini akan
dilaksanakan Pemilu 2019 untuk memilih Presiden dan calon
legislatif baik tingkat Kabupaten/Kota, provinsi maupun pusat, serta
DPD. Wajar bila situasi 2019 terbilang suhu politiknya cukup tinggi.
Bila tidak berhati-hati semua akan dikaitkan dengan pemilu.
Netralitas dalam pemilu sangat penting terutama untuk
menciptakan situasi ekonomi yang lebih kondusif.

Mengapa situasi ekonomi kondusif ini penting? Tentu saja
sangat terutama dalam bidang ketenegakerjaan. Situasi ekonomi
Kang kondustif akan menciptakan suasana kerja dan lingkungan

erja yang lebih nyaman, hubungan industrial yang lebih harmonis
yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan para pekerja.

Awal 2019 sektor ketenagakerjaan di Indonesia disibukkan
dengan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Untuk Jawa
Barat penepatan UMK telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat
pada Rabu, 21 November 2018. UMK Kabupaten Karawang
menjadi paling tinggi sebesar Rp4.234.010,27 dan Kota Banjar
terendah Rp 1.688.217,52. Penetapan tersebut tertuang dalam
keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/kep 1220-yanbangsos/2018
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barattahun 2019.

Mulai 1 Januari 2019 mau tidak mau semua perusahaan
yang ada di Jawa Barat harus menerapkan UMK sesuai keputusan
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila perusahaan
melanggaran ketetapan UMK maka pemerintah akan menjatuhkan
sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun, pemerintah masih memberikan sedikit
kelonggaran yakni untuk mengajukan penangguhan UMK.
Penangguhan UMK ini diatur dalam pasal 90 ayat (2) UU nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tatacaranya diatur
dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum.

Untuk penangguhan UMK ini, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terlebih
dahulu melakukan verifikasi, klarifikasi lapangan hingga keluar surat
penangguhan.

Pada tahun 2019 ini ada 56 perusahaan yang mengajukan
penangguhan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. Dari 56 perusahaan yang
mengajukan penangguhan, hanya 53 yang diterima. Sementara
tiga lainnya ditolak yakni 1 (satu) perusahaan dari Kabupaten Bogor,
1 (satu) perusahaan dari Kabupaten Purwakarta dan 1 (satu)
perusahaan dari Kota Bandung.

Alasan pihak perusahaan menangguhkan pembayaran
disebabkan kondisi perusahaan kurang baik. Kebanyakan
perusahaan bergerak sektor garmen. Alasan mereka, pasar garmen
di Indonesia saat ini lebih banyak didominasi garmen impor China,
Korea dan India. Harga yang lebih murah serta kualitas yang lebih
bagus menjadi produk garmen impor lebih unggul.

Selain masalah UMK, diprediksi kondisi ketenagakerjaan di
Jawa Barat masih disibukkan dengan masalah kompetensi atau
keahlian dari para pencari kerja. Kompetensi pencari kerja kita
dinilai masih rendah. Untuk itu, kiranya peningkatan kompetensi
tenaga kerja pada 2019 menjadi keharusan. Pemerintah
melalui Kementerian Tenaga Kerja Rl peningkatan kompetensi
tenaga kerja semakin penting terutama dalam mendorong
peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Masalah pengangguran pun, akan mewarnai persoalan
ketenagakerjaan pada 2019. Jumlah lapangan pekerjaan yang
semakin terbatas sementara pertumbuhan penduduk usia kerja
semakin tinggi, perlu menjadi pemikiran kita semua.

Mudah-mudahan tahun 2019 akan semakin lebih baik

dibanding tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk sektor
ketenagakerjaan di Indonesia. Aamiin
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mencatat
ada 56 perusahaan mengajukan penangguhan
Upah Minimum Kota (UMK). Penangguhan
disampaikan lantaran mereka tidak bisa
membayar gaji karyawan sesuai dengan nilai
UMP yang telah ditetapkan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan
mengatakan, dari 56 perusahaan yang
mengajukan penangguhan, hanya 53 yang
diterima. Sementara tiga lainnya ditolak yakni 1
(satu) perusahaan dari Kabupaten Bogor, 1
(satu) perusahaan dari Kabupaten Purwakarta
dan 1 (satu) perusahaan dari Kota Bandung.

"Hanya 53 perusahaan yang diajukan dan
yang tiga mencabut. Karena masih kategori
mampu membayar upah karyawan, sehingga
dicabut oleh perusahaan sendiri," kata Ferry di
Bandung.
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Ferry mengatakan, untuk penangguhan
UMK ini sendiri telah diatur dalam pasal 90 ayat
(2) UU nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang tatacaranya diatur dalam
keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep.231/Men/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah
Minimum.

Untuk itu, pihaknya melakukan kegiatan
fasilitasi Penangguhan Pelaksanaan Upah
Minimum Tahun 2019 dalam bentuk verifikasi
berkas permohonan dan Kklarifikasi lapangan
terhadap perusahaan-perusahaan yang
mengajukan permohonan Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2019.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan fasilitasi penangguhan
pelaksanaan upah minimum bagi
pengusaha/perusahaan yang tidak dapat
membayar upah kepada pekerjanya sesuai







